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Abstract: Penelitian ini menganalisis efisiensi
pengelolaan aset tetap dalam menghasilkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 13 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Halmahera
Selatan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan
Data Envelopment Analysis model Banker-Charnes-
Cooper berasumsi variable returns to scale dan
berorientasi input. Variabel input meliputi nilai aset
tetap, jumlah SDM pengelola, dan biaya
pemeliharaan, sedangkan PAD digunakan sebagai
output. Hasil analisis menunjukkan tujuh OPD
mencapai skor efisiensi 1,000, sedangkan enam OPD
belum efisien dengan skor 0,200–0,500. Analisis slack
memperlihatkan bahwa inefisiensi bersumber dari
kelebihan input, kekurangan output PAD, atau
kombinasi keduanya. Analisis peer group
menempatkan beberapa OPD efisien sebagai acuan
perbaikan. Temuan ini menegaskan perlunya
optimalisasi pemanfaatan aset produktif,
pengendalian biaya pemeliharaan, peningkatan
kapasitas pengelola, dan penetapan target berbasis
benchmarking.
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PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan sesuai potensi wilayah. Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator penting karena
menunjukkan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan dari sumber ekonominya sendiri.
Tingkat PAD yang memadai memperluas ruang kebijakan, mengurangi ketergantungan pada
transfer, dan memperkuat kesinambungan pelayanan publik. Kualitas pengelolaan sumber daya
daerah menentukan besar kecilnya ruang fiskal tersebut (Mardiasmo, 2021; Carolina, 2025).

Aset tetap daerah merupakan bagian terbesar dari sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Tanah, gedung, peralatan, jalan, jaringan, dan fasilitas pelayanan memiliki fungsi operasional
sekaligus nilai ekonomi. Fungsi pelayanan tetap menjadi prioritas, tetapi sebagian aset dapat
menghasilkan penerimaan melalui sewa, retribusi, kerja sama pemanfaatan, dan bentuk
pemanfaatan lain yang sesuai ketentuan. Pengelolaan yang tertib membantu pemerintah menjaga
legalitas, kondisi fisik, nilai, serta manfaat ekonomi aset (Yuliana & Hasibuan, 2022; Fathonah et
al., 2024).

Masalah pengelolaan aset sering muncul ketika pencatatan tidak diikuti keputusan
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pemanfaatan. Aset menganggur tetap memerlukan biaya pemeliharaan. Aset yang digunakan di
bawah kapasitas menghasilkan manfaat yang lebih rendah daripada sumber daya yang telah
dikeluarkan. Data aset yang belum mutakhir, kelemahan penilaian, keterbatasan SDM, serta
koordinasi antarunit juga menekan produktivitas aset. Kondisi tersebut membuat pemerintah
memiliki kekayaan yang besar, tetapi tidak memperoleh manfaat fiskal yang sebanding (Kartini
et al., 2024; Masdayati et al., 2024; W et al., 2024).

Kabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan yang relevan dengan persoalan
tersebut. Nilai aset tetap pemerintah daerah terus berkembang dan tersebar pada berbagai
Organisasi Perangkat Daerah. Struktur aset didominasi jalan, irigasi, jaringan, gedung, bangunan,
peralatan, serta mesin. Nilai total aset tetap periode 2020 sampai 2024 mencapai sekitar Rp22,09
triliun. Porsi terbesar berasal dari jalan, irigasi, dan jaringan, disusul gedung dan bangunan.
Besarnya nilai aset belum otomatis menunjukkan kemampuan menghasilkan PAD karena
sebagian aset mempunyai fungsi pelayanan publik dan sebagian lainnya belum dimanfaatkan
secara produktif.

Perbedaan antara sumber daya dan penerimaan terlihat pada tingkat OPD. Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang mengelola aset lebih dari Rp1,61 triliun, tetapi menghasilkan PAD
sekitar Rp115,06 juta. Dinas Pendidikan mengelola aset sekitar Rp586,02 miliar dengan PAD
sekitar Rp125,05 juta. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghasilkan PAD lebih dari
Rp144,04 miliar dengan nilai aset sekitar Rp122,19 miliar. Pola tersebut menunjukkan bahwa
besarnya aset tidak selalu sejalan dengan penerimaan yang dihasilkan.

Pengukuran berbasis rasio tunggal belum cukup untuk menilai kondisi tersebut. Rasio
hanya membandingkan dua komponen dan sulit menangkap penggunaan beberapa input secara
serentak. Data Envelopment Analysis dapat membandingkan sejumlah unit yang relatif homogen
dengan menggunakan banyak input dan output. Metode ini menghasilkan skor efisiensi relatif,
mengidentifikasi slack, menentukan target perbaikan, dan membentuk peer group sebagai acuan
praktis (Banker et al., 1984; Mergoni et al., 2024).

Penelitian DEA telah berkembang pada sektor kesehatan, perbankan, badan usaha,
anggaran daerah, dan organisasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi dapat
muncul karena penggunaan input yang berlebihan, skala operasi yang tidak tepat, atau output
yang belum maksimal (Aydın, 2022; Hanifah & Suseno, 2022; Aji & Letizia, 2025; Budiyanto &
Purnomo, 2025). Kajian aset daerah lebih sering menggunakan analisis deskriptif, evaluasi
administrasi, atau studi implementasi. Kajian yang mengukur efisiensi relatif pengelolaan aset
tetap pada tingkat OPD di daerah kepulauan masih terbatas.

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan OPD sebagai Decision Making Unit.
Pendekatan ini memperlihatkan perbedaan kinerja antarpengelola aset dalam satu pemerintah
daerah. Penelitian tidak berhenti pada skor efisiensi. Analisis mencakup slack dan peer group
agar rekomendasi dapat diarahkan pada variabel serta unit yang spesifik. Fokus tersebut penting
bagi Halmahera Selatan karena kondisi geografis kepulauan meningkatkan biaya pengelolaan,
memperluas sebaran aset, dan menuntut keputusan pemeliharaan yang lebih selektif.

Penelitian bertujuan menganalisis kondisi pemanfaatan aset tetap, mengukur tingkat
efisiensi teknis setiap OPD, mengidentifikasi sumber inefisiensi, serta menyusun arah perbaikan
untuk meningkatkan kontribusi aset terhadap PAD. Hasil penelitian diharapkan memberi dasar
bagi kebijakan pengelolaan aset yang lebih terukur, produktif, dan akuntabel.
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LANDASAN TEORI
Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal

Pendapatan Asli Daerah mencakup penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan. Sumbernya berasal dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD
yang sah. PAD menunjukkan kapasitas pemerintah menggali potensi ekonomi lokal dan
membiayai pelayanan sesuai prioritas daerah (Suprapto & Purbowati, 2024).

Kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan. Kualitas sumber
penerimaan juga penting. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan, kepastian, biaya
pemungutan, dan dampak ekonominya. Pemanfaatan aset tetap dapat menambah PAD tanpa
selalu memperluas basis pajak. Strategi tersebut membutuhkan klasifikasi aset yang jelas agar
fungsi pelayanan, fungsi administratif, dan fungsi komersial tidak tercampur.

Hubungan antara aset dan PAD bersifat manajerial. Nilai aset menunjukkan kapasitas
sumber daya, sedangkan PAD menunjukkan hasil fiskal yang dapat diukur. OPD perlu mengubah
aset potensial menjadi layanan berbayar, sewa, kerja sama, atau bentuk penerimaan lain yang sah.
Penelitian Satmoko dan Sari (2024), Selang (2023), serta Potale et al. (2024) menunjukkan
bahwa pemetaan aset, kepastian hukum, dan inovasi pemanfaatan berperan dalam peningkatan
penerimaan daerah.
Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pengelolaan aset mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Rangkaian tersebut membentuk siklus yang harus
terhubung dengan perencanaan anggaran dan tujuan pelayanan (Yuliana & Hasibuan, 2022;
Yadisar, 2023).

Efektivitas pengelolaan aset terlihat dari tercapainya tujuan penggunaan. Efisiensi terlihat
dari kemampuan menghasilkan manfaat dengan input yang proporsional. Aset yang tercatat
dengan baik belum tentu efisien apabila tidak digunakan, biaya pemeliharaannya tinggi, atau
penerimaannya rendah. Pengelolaan aset perlu menilai biaya siklus hidup, tingkat pemanfaatan,
risiko kerusakan, dan peluang penerimaan. Sistem informasi aset membantu konsistensi data dan
mempercepat pengambilan keputusan (Lestari & Mulyandini, 2025; Masruroh et al., 2025).

Kapasitas SDM menentukan kualitas inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan. Jumlah
pegawai yang banyak tidak selalu meningkatkan kinerja apabila pembagian tugas tidak jelas atau
kompetensi belum memadai. Jumlah yang terlalu sedikit juga menimbulkan keterlambatan
pencatatan dan pengawasan. Efisiensi menuntut kombinasi input yang tepat, bukan sekadar
pengurangan tenaga atau biaya.
Teori Efisiensi dan Data Envelopment Analysis

Efisiensi teknis menunjukkan kemampuan unit menghasilkan output maksimum dari
sejumlah input tertentu atau menggunakan input minimum untuk menghasilkan output tertentu.
Konsep ini sesuai untuk organisasi publik karena sasaran kinerja sering dicapai melalui
kombinasi beberapa sumber daya. DEA membentuk efficient frontier dari unit terbaik di dalam
sampel dan mengukur jarak relatif setiap unit terhadap frontier tersebut.

Model Banker-Charnes-Cooper memasukkan kendala konveksitas sehingga
mengakomodasi variable returns to scale. Asumsi ini relevan ketika perbedaan ukuran OPD
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memengaruhi hubungan antara input dan output. Orientasi input dipilih karena pemerintah daerah
lebih mudah mengendalikan nilai aset yang dimanfaatkan, alokasi SDM, dan biaya pemeliharaan
daripada menentukan besarnya PAD dalam jangka pendek (Banker et al., 1984; Ramadhani et al.,
2022).

Skor efisiensi berada pada rentang nol sampai satu. Skor satu menunjukkan efisiensi radial.
Skor kurang dari satu menunjukkan peluang pengurangan input secara proporsional tanpa
menurunkan output. Skor satu belum selalu menunjukkan efisiensi kuat karena unit dapat
memiliki slack pada input atau output. Analisis slack memperlihatkan penyesuaian tambahan
setelah perubahan radial. Peer group menunjukkan kombinasi unit efisien yang menjadi acuan
bagi unit lain (Alfin & Suhada, 2023; Ba & Luo, 2025).

Kerangka penelitian menempatkan nilai aset tetap, jumlah SDM pengelola, dan biaya
pemeliharaan sebagai input. PAD yang dihasilkan OPD menjadi output. Pengelolaan dinilai
efisien ketika kombinasi input mampu menghasilkan PAD yang relatif tinggi dibandingkan OPD
lain. Unit yang belum efisien diarahkan pada pengurangan input tidak produktif, peningkatan
PAD, atau kombinasi keduanya.
Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kartini et al. (2024) menemukan bahwa standar operasional pengelolaan aset telah tersedia,
tetapi kepatuhan pengguna dan optimalisasi masih menjadi kendala. Aneta et al. (2024)
menekankan audit aset, pemanfaatan teknologi, kerja sama swasta, dan kebijakan fleksibel
sebagai strategi peningkatan PAD. Loy et al. (2025) menunjukkan bahwa aset wisata dapat
meningkatkan penerimaan, tetapi kondisi fasilitas dan pengelolaan menentukan besarnya
kontribusi.

Suparno et al. (2024) menggunakan DEA untuk menilai kinerja pemanfaatan aset daerah di
Kota Tidore Kepulauan dan menemukan perbedaan efisiensi antarunit. Herino et al. (2025)
menunjukkan bahwa kombinasi model CRS, VRS, dan slack dapat menjelaskan masalah skala
serta pemborosan input secara lebih rinci. Nugraha dan Cahyo (2023) menegaskan bahwa
pendekatan DEA dapat digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan kinerja aset.

Penelitian ini memperluas temuan terdahulu melalui tiga fokus. Unit analisis berada pada
tingkat OPD dalam satu kabupaten. Model menggunakan tiga input yang langsung berkaitan
dengan pengelolaan aset. Analisis menghubungkan skor efisiensi, slack, peer group, dan
implikasi PAD. Kombinasi tersebut menghasilkan rekomendasi yang lebih operasional bagi
pengambil kebijakan.

METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang. Objek

penelitian terdiri atas tiga belas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
yang mengelola aset tetap dan memiliki data penerimaan. Pemilihan unit mempertimbangkan
homogenitas fungsi pengelolaan sumber daya, ketersediaan data input, serta keterukuran output.

Data penelitian berasal dari dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026. Dokumen mencakup nilai aset tetap per OPD, jumlah
SDM yang terlibat dalam pengelolaan aset, realisasi biaya pemeliharaan, dan PAD yang dicatat
pada masing-masing OPD. Verifikasi data dilakukan dengan menyamakan nama OPD, satuan
nilai, dan periode pelaporan sebelum analisis.

Tiga belas OPD yang dianalisis meliputi Sekretariat Daerah, BPKAD, DPMPTSP, PUPR,
Dinas Perhubungan, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Diskoperindag, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas
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Pariwisata dan Kebudayaan. Setiap OPD diperlakukan sebagai Decision Making Unit.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel Definisi operasional Satuan
Input Nilai aset tetap Nilai aset tetap yang dikelola setiap OPD berdasarkan neraca aset. Rupiah

Input SDM pengelola Jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam administrasi dan
pengelolaan aset. Orang

Input Biaya pemeliharaan Realisasi belanja pemeliharaan aset pada setiap OPD. Rupiah

Output Pendapatan Asli
Daerah

Realisasi penerimaan yang dihasilkan OPD dari fungsi pelayanan dan
pemanfaatan aset. Rupiah

Sumber: Definisi operasional penelitian, 2026.
Analisis menggunakan DEA model BCC dengan asumsi variable returns to scale dan

orientasi input. Model untuk OPD ke-o dirumuskan sebagai berikut:
Minimalkan θ dengan kendala: Σ λⱼyᵣⱼ ≥ yᵣₒ, untuk setiap output r Σ λⱼxᵢⱼ ≤ θxᵢₒ, untuk setiap input I Σ λⱼ = 1;

λⱼ ≥ 0.
Nilai θ menunjukkan skor efisiensi radial. Nilai 1 berarti OPD berada pada frontier BCC,

sedangkan nilai kurang dari 1 menunjukkan peluang pengurangan input secara proporsional.
Kendala jumlah λ sama dengan satu membedakan model BCC dari model constant returns to
scale.

Analisis dilanjutkan dengan slack input dan output. Slack input menunjukkan kelebihan
penggunaan variabel tertentu setelah penyesuaian radial. Slack output menunjukkan potensi
peningkatan PAD tanpa tambahan input. OPD dengan skor satu dan seluruh slack nol dinilai
efisien kuat. OPD dengan skor satu tetapi masih memiliki slack hanya efisien secara radial.

Peer group ditentukan dari nilai λ positif dalam solusi optimal. Unit acuan dipilih karena
memiliki kombinasi input dan output yang membentuk frontier bagi OPD yang dievaluasi.
Interpretasi tidak dilakukan sebagai perbandingan administratif semata. Perbedaan mandat
pelayanan tetap diperhatikan agar rekomendasi pemanfaatan aset tidak mengurangi kualitas
layanan publik.

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak WinDEAP. Tahap analisis
meliputi penyusunan matriks input dan output, estimasi skor efisiensi, identifikasi slack,
pembentukan peer group, dan interpretasi kebijakan. Hasil disajikan dalam bentuk tabel, narasi
analitis, dan rekomendasi per OPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Input dan Output OPD

Data menunjukkan variasi yang lebar pada nilai aset, PAD, jumlah SDM, dan biaya
pemeliharaan. Variasi ini menggambarkan perbedaan mandat, skala pelayanan, serta kemampuan
memanfaatkan aset. Nilai dalam Tabel 2 disederhanakan ke satuan miliar dan juta rupiah untuk
memudahkan perbandingan.

Tabel 2. Data Input dan Output Pengelolaan Aset Tetap

OPD PAD (Rp miliar) Aset (Rp miliar) SDM (Rp
miliar)

Pemeliharaan (Rp
miliar)

Sekretariat Daerah 0,011 122,475 4 1.431,82
BPKAD 144,041 122,186 2 612,621
DPMPTSP 3,031 9,495 1 56,541
PUPR 0,115 1.617,26 5 598,752
Dinas Perhubungan 1,723 256,195 3 47,442
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OPD PAD (Rp miliar) Aset (Rp miliar) SDM (Rp
miliar)

Pemeliharaan (Rp
miliar)

RSUD 23,926 223,972 4 315,241
Dinas Pendidikan 0,125 586,021 5 33,7
Disnakertrans 48,307 7,77 2 1,83
Dinas Pertanian 0,029 58,682 2 115,75
Kelautan dan Perikanan 0,009 42,312 1 284,45
Diskoperindag 0,406 49,519 1 79,192
Lingkungan Hidup 0,113 13,196 1 37,1
Pariwisata dan Kebudayaan 0,555 26,212 1 151,696

Sumber: BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, diolah, 2026.
BPKAD menghasilkan PAD tertinggi, yaitu sekitar Rp144,04 miliar. Disnakertrans

menempati posisi kedua dengan Rp48,31 miliar, disusul RSUD sebesar Rp23,93 miliar.
DPMPTSP menghasilkan sekitar Rp3,03 miliar. OPD lain menghasilkan PAD di bawah Rp2
miliar. Perbedaan output ini tidak selalu mengikuti besarnya nilai aset.

PUPR memiliki aset tertinggi, yaitu sekitar Rp1,62 triliun, tetapi PAD yang dihasilkan
hanya sekitar Rp115,06 juta. Dinas Pendidikan memiliki aset sekitar Rp586,02 miliar dan PAD
sekitar Rp125,05 juta. Kedua OPD mengelola banyak infrastruktur pelayanan yang tidak
seluruhnya dirancang untuk menghasilkan penerimaan. Temuan tersebut perlu dibaca bersama
mandat pelayanan, tetapi tetap menunjukkan ruang untuk mengidentifikasi aset yang dapat
dimanfaatkan tanpa mengganggu layanan.

Biaya pemeliharaan tertinggi terdapat pada Sekretariat Daerah, yaitu sekitar Rp1,43 miliar.
Nilai tersebut jauh di atas PAD yang dicatat oleh unit tersebut. Disnakertrans mengeluarkan biaya
pemeliharaan sekitar Rp1,83 juta dan menghasilkan PAD sekitar Rp48,31 miliar. Kombinasi ini
menempatkan Disnakertrans pada posisi yang kuat dalam perbandingan relatif. Perbedaan
tersebut menjadi alasan utama penggunaan DEA, karena penilaian tidak dapat hanya bertumpu
pada satu rasio.
Skor Efisiensi Teknis BCC

Tabel 3. Skor Efisiensi Pengelolaan Aset Tetap Model BCC-VRS
OPD Skor Klasifikasi

Sekretariat Daerah 0,25 Tidak efisien
BPKAD 1 Efisien radial
DPMPTSP 1 Efisien radial
PUPR 0,2 Tidak efisien
Dinas Perhubungan 0,472 Tidak efisien
RSUD 0,315 Tidak efisien
Dinas Pendidikan 0,345 Tidak efisien
Disnakertrans 1 Efisien radial
Dinas Pertanian 0,5 Tidak efisien
Kelautan dan Perikanan 1 Efisien radial*
Diskoperindag 1 Efisien radial
Lingkungan Hidup 1 Efisien radial
Pariwisata dan Kebudayaan 1 Efisien radial*

Sumber: Hasil pengolahan WinDEAP, 2026. *Masih memiliki slack sehingga belum efisien kuat.
Tujuh OPD mencapai skor BCC sebesar 1,000. Enam OPD memiliki skor di bawah satu.
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Dinas Pertanian memperoleh skor tertinggi di antara unit yang belum efisien sebesar 0,500,
disusul Dinas Perhubungan sebesar 0,472. Dinas Pendidikan memperoleh skor 0,345, RSUD
0,315, Sekretariat Daerah 0,250, dan PUPR 0,200.

Skor 0,200 pada PUPR menunjukkan bahwa secara relatif terdapat peluang penyesuaian
input yang besar untuk tingkat output yang dihasilkan. Interpretasi mekanis berupa pengurangan
aset sebesar 80 persen tidak dapat diterapkan langsung karena sebagian besar aset merupakan
infrastruktur pelayanan. Makna kebijakannya adalah perlunya memisahkan aset pelayanan wajib
dari aset yang dapat dioptimalkan, mengevaluasi biaya pemeliharaan, dan memperbaiki model
penerimaan pada fasilitas yang memang mempunyai potensi ekonomi.

Skor BCC yang tinggi tidak selalu berarti jumlah PAD paling besar. DPMPTSP,
Diskoperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata
memiliki output yang lebih kecil daripada BPKAD, tetapi dinilai relatif efisien terhadap
kombinasi inputnya. DEA menilai proporsionalitas, bukan peringkat nominal penerimaan.
Karakter ini membuat model sesuai untuk membandingkan OPD dengan ukuran berbeda.

Hasil tersebut mendukung temuan Aji dan Letizia (2025) serta Budiyanto dan Purnomo
(2025) bahwa perbedaan efisiensi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh skala anggaran.
Struktur input, kapasitas pengelolaan, dan kemampuan menghasilkan output menjadi faktor
utama. Temuan juga sejalan dengan Aydın (2022) dan Hanifah dan Suseno (2022) yang
menunjukkan bahwa model VRS dapat memisahkan masalah manajerial dari perbedaan skala.
Slack Input dan Output

Tabel 4. Profil Slack pada OPD yang Memerlukan Penyesuaian Spesifik
OPD Slack input Slack output Makna utama

Sekretariat Daerah Tidak tercatat Ada PAD belum optimal
PUPR Ada Tidak tercatat Input berlebih
Dinas Perhubungan Tidak tercatat Ada PAD belum optimal
Dinas Pendidikan Tidak tercatat Ada PAD belum optimal
Dinas Pertanian Tidak tercatat Ada PAD belum optimal

Kelautan dan Perikanan Tidak tercatat Ada Efisien radial, belum kuat
Pariwisata dan Kebudayaan Ada Ada Input berlebih dan PAD kurang

Sumber: Hasil pengolahan WinDEAP, 2026.
Slack output menjadi masalah yang paling sering muncul. Sekretariat Daerah, Dinas

Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan masih
dapat meningkatkan PAD tanpa menambah seluruh input secara proporsional. Pola tersebut
menunjukkan bahwa masalah utama tidak selalu berada pada jumlah aset atau pegawai.
Produktivitas aset yang tersedia masih rendah.

PUPR memiliki slack input. Arah perbaikan tidak harus berupa penjualan atau pengurangan
infrastruktur. Pemerintah perlu menilai aset yang tidak digunakan, aset dengan biaya
pemeliharaan tinggi, ruang yang dapat disewakan, alat berat yang dapat dimanfaatkan
berdasarkan ketentuan, serta pola kerja sama yang menjaga fungsi publik. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan memiliki slack input dan output. Unit ini memerlukan pengendalian biaya sekaligus
peningkatan penerimaan dari destinasi, fasilitas, dan kemitraan.

Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata mencapai skor radial satu, tetapi
masih memiliki slack. Kondisi ini membedakan efisiensi radial dari efisiensi kuat. Klasifikasi
tersebut penting karena keputusan yang hanya menggunakan skor dapat menutup masalah pada
variabel tertentu. Ba dan Luo (2025) serta Herino et al. (2025) menegaskan bahwa slack memberi
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informasi koreksi yang lebih rinci dibandingkan skor agregat.
Output slack memperlihatkan perlunya pendekatan aset berbasis hasil. OPD perlu

menyusun daftar aset yang dapat menghasilkan penerimaan, nilai pemanfaatan saat ini, hambatan
hukum, kondisi fisik, potensi mitra, dan target penerimaan. Daftar tersebut harus dipisahkan dari
aset yang murni digunakan untuk pelayanan dasar. Pemisahan mencegah tekanan komersialisasi
terhadap layanan wajib sekaligus memperjelas aset yang perlu dioptimalkan.
Peer Group dan Benchmarking

Tabel 5. Peer Group sebagai Acuan Perbaikan
OPD yang dievaluasi OPD acuan

Sekretariat Daerah DPMPTSP
PUPR Dinas Lingkungan Hidup; DPMPTSP
Dinas Perhubungan Disnakertrans; Dinas Lingkungan Hidup
RSUD BPKAD; Disnakertrans; Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pendidikan Disnakertrans; Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pertanian DPMPTSP; Diskoperindag
Kelautan dan Perikanan DPMPTSP
Pariwisata dan Kebudayaan DPMPTSP; Diskoperindag

Sumber: Hasil pengolahan WinDEAP, 2026.
DPMPTSP menjadi acuan paling sering. Dinas Lingkungan Hidup, Disnakertrans,

Diskoperindag, dan BPKAD juga berperan sebagai benchmark. Kemunculan unit tersebut
menunjukkan bahwa kombinasi input dan outputnya membentuk frontier bagi OPD lain.
Benchmarking harus diarahkan pada proses yang dapat dipindahkan, seperti perencanaan
pemeliharaan, penatausahaan, mekanisme penerimaan, disiplin biaya, dan penggunaan sistem
informasi.

Sekretariat Daerah dapat mempelajari pola penggunaan input DPMPTSP, terutama pada
pemanfaatan ruang, pengendalian biaya, dan pencatatan penerimaan. PUPR dapat
membandingkan metode inventarisasi aset potensial dan pengendalian biaya dengan Dinas
Lingkungan Hidup serta DPMPTSP. Dinas Perhubungan dapat mempelajari kombinasi biaya dan
penerimaan dari Disnakertrans serta Dinas Lingkungan Hidup.

RSUD memiliki karakter pelayanan yang berbeda dari unit acuannya. Benchmark tidak
berarti meniru nominal input. RSUD dapat mengambil prinsip efisiensi, seperti pengendalian
pemeliharaan, pencatatan aset medis, penggunaan ruang, penjadwalan alat, dan evaluasi biaya per
layanan. Pendekatan yang mempertimbangkan karakter unit menghindari rekomendasi yang tidak
realistis.

Ramadhani et al. (2022) menjelaskan bahwa benchmarking DEA memberi acuan berbasis
unit nyata di dalam sampel. Pendekatan tersebut lebih mudah diterapkan daripada target umum
karena unit pembanding berada dalam lingkungan regulasi dan pemerintahan yang sama. Hasil
penelitian ini memperkuat argumen tersebut pada konteks aset daerah.
Kondisi Pemanfaatan Aset dan PAD

Kesenjangan antara nilai aset dan PAD menunjukkan bahwa sebagian OPD masih
menempatkan aset sebagai inventaris administratif. Orientasi tersebut cukup untuk kepatuhan
pencatatan, tetapi belum menghasilkan keputusan pemanfaatan. Manajemen aset modern
menuntut informasi mengenai status penggunaan, kondisi, biaya, risiko, dan potensi manfaat.
Data tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan, mengalihkan penggunaan, bekerja sama,
atau menghentikan pemeliharaan aset yang tidak ekonomis.
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Karakter kepulauan meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Aset tersebar pada pulau dan
kecamatan yang berbeda. Biaya inspeksi, distribusi, pengamanan, dan perawatan menjadi lebih
tinggi. Sistem pengawasan manual sulit menjangkau seluruh lokasi. Sistem informasi terintegrasi
perlu memuat identitas aset, koordinat lokasi, foto kondisi, penanggung jawab, nilai, biaya
pemeliharaan, dokumen legal, dan status pemanfaatan. Masdayati et al. (2024) serta Masruroh et
al. (2025) menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan teknologi informasi mendukung kualitas
pengelolaan aset.

Aset pelayanan publik tidak dapat dinilai hanya dari PAD. Jalan, sekolah, rumah sakit, dan
jaringan memberi manfaat sosial yang besar. DEA dalam penelitian ini menggunakan PAD
sebagai output karena fokus penelitian berada pada peningkatan penerimaan. Interpretasi hasil
harus menjaga batas tersebut. Skor rendah pada PUPR dan Pendidikan tidak berarti pelayanan
tidak bermanfaat. Skor menunjukkan bahwa kontribusi PAD relatif kecil dibandingkan input
yang dicatat dalam model. Penilaian lanjutan dapat menambahkan output pelayanan agar efisiensi
sosial dan fiskal dapat dibedakan.

BPKAD dan Disnakertrans menunjukkan kombinasi input-output yang sangat kuat.
BPKAD mempunyai fungsi penerimaan dan pengelolaan keuangan sehingga peluang
menghasilkan PAD lebih besar. Disnakertrans mencatat biaya pemeliharaan rendah dan output
tinggi. Pemerintah perlu memeriksa sumber penerimaan serta konsistensi klasifikasi data agar
praktik baik yang direplikasi benar-benar berasal dari pengelolaan aset, bukan perbedaan fungsi
pencatatan.

DPMPTSP berada pada frontier VRS dengan input yang relatif kecil. Posisi ini
menunjukkan efisiensi manajerial pada skala unit, walaupun analisis skala dapat menghasilkan
gambaran berbeda. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata juga mencapai skor
radial satu, tetapi slack memperlihatkan ruang perbaikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah sebaiknya menggunakan tiga indikator sekaligus, yaitu skor, slack, dan peer group.

Penelitian Satmoko dan Sari (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi tanah dan bangunan
membutuhkan inventarisasi, legalitas, dan skema pemanfaatan. Selang (2023) menekankan
strategi pemanfaatan aset untuk memperkuat PAD. Potale et al. (2024) menunjukkan bahwa aset
pemerintah memerlukan koordinasi dan pengawasan agar menghasilkan manfaat. Hasil penelitian
ini konsisten dengan temuan tersebut dan menambahkan ukuran efisiensi relatif pada tingkat
OPD.

Pengendalian biaya pemeliharaan perlu berbasis risiko. Aset kritis yang mendukung
keselamatan dan pelayanan dasar harus diprioritaskan. Aset produktif perlu memperoleh
pemeliharaan yang menjaga kapasitas penerimaan. Aset idle perlu dievaluasi untuk pemanfaatan,
pengalihan, atau penghapusan sesuai ketentuan. Malindo et al. (2026) menegaskan bahwa strategi
pemeliharaan harus mendukung keberlanjutan operasional, bukan hanya menghabiskan alokasi
anggaran.

Peningkatan kapasitas SDM perlu diarahkan pada kompetensi praktis. Materi mencakup
inventarisasi digital, penilaian potensi ekonomi, penyusunan skema kerja sama, analisis biaya
manfaat, pengendalian kontrak, dan pelaporan kinerja aset. Pelatihan tanpa indikator hasil akan
sulit memperbaiki efisiensi. Pemerintah dapat mengukur perubahan melalui persentase aset
terverifikasi, penurunan aset idle, pengendalian biaya, dan peningkatan PAD dari aset.

Kerja sama dengan pihak ketiga dapat digunakan untuk aset yang mempunyai pasar dan
tidak mengganggu pelayanan. Pemerintah perlu memastikan penilaian wajar, pembagian risiko,
transparansi pemilihan mitra, target kinerja, serta mekanisme evaluasi. Aneta et al. (2024) dan
Satibi et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan aset memerlukan strategi lintas fungsi,
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bukan tugas administratif satu bidang.
Kontribusi teoritis penelitian terletak pada penerapan efisiensi teknis untuk menilai aset

publik pada tingkat organisasi. Nilai aset tidak diperlakukan sebagai ukuran keberhasilan. Aset
menjadi input yang harus dikonversi menjadi output sesuai mandat. Kontribusi praktis terletak
pada identifikasi unit acuan dan jenis inefisiensi. Pemerintah dapat menggunakan hasil sebagai
tahap awal dalam penyusunan peta jalan optimalisasi aset.
Implikasi Kebijakan

Tabel 6. Arah Perbaikan Pengelolaan Aset pada OPD Prioritas
OPD Temuan utama Arah perbaikan

Sekretariat Daerah Output rendah dan biaya
pemeliharaan tinggi

Audit pemanfaatan ruang dan fasilitas; kendalikan pemeliharaan;
susun target penerimaan yang sah.

PUPR Aset sangat besar dan PAD
rendah

Pisahkan aset pelayanan dan aset potensial; evaluasi alat, ruang,
dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.

Dinas Perhubungan Slack output Optimalkan terminal, parkir, pelabuhan, dan fasilitas transportasi
sesuai regulasi.

RSUD Inefisiensi radial Kendalikan biaya siklus hidup alat; tingkatkan utilisasi ruang dan
aset medis; perbaiki pencatatan penerimaan.

Dinas Pendidikan Aset besar dan output rendah Petakan aset noninti yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi
layanan pendidikan.

Dinas Pertanian Slack output Optimalkan pasar, gudang, alat, lahan demonstrasi, dan layanan
teknis yang dapat menghasilkan penerimaan.

Kelautan dan Perikanan Efisien radial tetapi memiliki
slack output

Tingkatkan pemanfaatan fasilitas perikanan, cold storage, dan
layanan pelabuhan.

Pariwisata dan Kebudayaan Slack input dan output Kendalikan biaya; perbaiki fasilitas; terapkan kemitraan dan
sistem tiket yang akuntabel.

Sumber: Sintesis hasil DEA dan pembahasan penelitian, 2026.
Pemerintah daerah perlu membentuk dashboard kinerja aset pada tingkat OPD. Indikator

utama mencakup nilai aset aktif, aset idle, biaya pemeliharaan, persentase dokumen legal lengkap,
tingkat utilisasi, PAD dari aset, dan tindak lanjut audit. Dashboard dapat diperbarui secara
berkala dan digunakan dalam forum evaluasi kinerja.

Target PAD harus mempertimbangkan potensi dan mandat unit. Target yang hanya
menaikkan nominal dapat mendorong penerimaan yang tidak realistis. Benchmark DEA memberi
dasar yang lebih terukur karena target mengacu pada unit dengan kombinasi sumber daya yang
sebanding. Evaluasi tahunan dapat menunjukkan apakah perubahan kebijakan mendekatkan OPD
pada frontier.

Alokasi pemeliharaan perlu dikaitkan dengan rencana pemanfaatan. Aset yang tidak
digunakan tidak boleh terus menerima biaya rutin tanpa keputusan. Aset yang produktif perlu
memperoleh pemeliharaan berbasis standar layanan. Prinsip tersebut membantu mengurangi
pemborosan dan menjaga manfaat ekonomi aset.

KESIMPULAN
Pemanfaatan aset tetap pada OPD di Kabupaten Halmahera Selatan belum sepenuhnya

menghasilkan PAD yang sebanding dengan sumber daya yang dikelola. Model BCC-VRS
menunjukkan tujuh OPD mencapai efisiensi radial dan enam OPD belum efisien. Dinas Pertanian
memiliki skor tertinggi di antara OPD yang belum efisien, sedangkan PUPR memiliki skor
terendah. Analisis slack menunjukkan bahwa kekurangan output lebih dominan daripada
kelebihan input. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata mencapai skor radial satu,
tetapi masih memiliki slack sehingga belum efisien kuat. DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup,
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Disnakertrans, Diskoperindag, dan BPKAD menjadi benchmark utama. Peningkatan PAD perlu
dilakukan melalui pemetaan aset produktif, pengendalian pemeliharaan, peningkatan kompetensi
SDM, integrasi sistem informasi, dan target berbasis peer group. Hasil DEA harus dibaca
bersama mandat pelayanan karena aset publik juga menghasilkan manfaat sosial yang tidak
tercakup dalam output PAD.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu menyusun peta jalan optimalisasi aset tetap
yang menghubungkan inventarisasi, legalitas, kondisi fisik, biaya pemeliharaan, tingkat
pemanfaatan, dan potensi PAD. Setiap OPD perlu memiliki daftar aset produktif serta target
perbaikan yang mengacu pada unit benchmark. BPKAD perlu memimpin pengembangan sistem
informasi aset terintegrasi dan evaluasi efisiensi secara periodik. Pelatihan SDM harus berfokus
pada penilaian aset, kerja sama pemanfaatan, pengendalian biaya, serta pengukuran kinerja.
Penelitian selanjutnya perlu menambahkan output pelayanan publik, menggunakan data beberapa
tahun, serta membandingkan model BCC dan CCR agar efisiensi teknis, efisiensi skala, dan
perubahan produktivitas dapat dianalisis secara lebih lengkap.
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